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Abstrak

Perkawinan campuran antara WNI dan pendatang asing ilegal, khususnya pengungsi Rohingya di
Kota Medan, menimbulkan persoalan hukum serius karena tidak memenuhi syarat formil dan
materiil sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan
untuk menganalisis kedudukan hukum serta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan pendatang ilegal tidak diakui secara
yuridis, sehingga berada di luar perlindungan hukum nasional. Dampaknya meliputi kendala
administratif bagi WNI, ancaman deportasi bagi pasangan asing, serta status anak yang berisiko
dianggap luar kawin dengan keterbatasan hak kewarganegaraan dan pencatatan sipil. Kebaruan
penelitian ini terletak pada pengkajian hubungan perkawinan WNI dengan pengungsi Rohingya
ilegal, yang menyingkap celah hukum terkait kepastian dan perlindungan bagi para pihak dalam
konteks keimigrasian dan hak anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Pendatang Asing, llegal, Rohingya, Peraturan.

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens and illegal foreign migrants, particularly Rohingya
refugees in Medan, raise serious legal issues as they do not fulfill the formal and material
requirements stipulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. This study employs a normative juridical
method with case and statutory approaches to examine the legal status and consequences of such
marriages. The findings indicate that marriages involving illegal migrants are not legally recognized
and therefore fall outside the scope of national legal protection. The implications include
administrative barriers for Indonesian spouses, deportation risks for foreign partners, and children
being considered illegitimate, which restricts their nationality rights and civil registration. The
novelty of this research lies in its focus on marriages between Indonesian citizens and illegal
Rohingya refugees, revealing legal gaps in ensuring certainty and protection for the parties involved,
particularly regarding immigration status and children’s rights

Key Words: Marriage, Foreign Immigrants, lllegal, Rohingya, Regulations.
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1. PENDAHULUAN

Fenomena migrasi global, khususnya migrasi etnis Rohingya,
menciptakan kompleksitas hukum dalam konteks perkawinan di Indonesia
karena Rohingya merupakan kelompok pengungsi yang tidak memiliki status
kewarganegaraan sah. ! Mereka tidak hanya sekadar berpindah geografis,
melainkan juga representasi dari krisis kemanusiaan yang melintasi batas-batas
negara. Perpindahan penduduk lintas batas negara telah menjadi isu global yang
kompleks dan dinamis, dengan pengungsi Rohingya menjadi salah satu kelompok
paling rentan dalam konteks migrasi internasional.?

Indonesia menjadi wilayah transit dan tempat perlindungan sementara
bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi di
Myanmar.3 Namun, karena tidak memiliki dokumen resmi, kehadiran mereka
dianggap ilegal menurut UU Keimigrasian. Sebagai negara hukum, Indonesia
wajib menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam urusan
perkawinan. Namun, perkawinan antara warga negara Indonesia dan pendatang
ilegal seperti Rohingya menimbulkan persoalan yuridis kompleks.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur

bahwa suatu perkawinan campuran hanya dapat dianggap sah apabila masing-

1 M. Arif Halda, Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Lembaga Internasional
Studi Kasus UNHCR Dan I0M Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan
[Imu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 5. https://repository.arraniry.ac.id/id /eprint/30929 /1 /M.%20A
rif%20Fhalda%2C%20160801007%2C%20FISIP%2C%Z201P.pdf

2 Syarif Hidayatullah Dan Risky Novaldi, Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022, Jurnal
Transborders, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5. https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/art
icle/download/10667/5901/56867

3 M. Syarifuddin, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 82.

4 Rasji, Cesilia Aprianes, Elia, Dan Michelle H. Kurniawan, Kewenangan Pemerintahan
Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Menurut Undang - Undang Keimigrasian, Jurna
I Multilingual, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 222. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php /multi
lingual/article/view /747
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masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh hukum negara masing-masing. Dalam hal ini, setiap calon
mempelai wajib mematuhi ketentuan hukum negaranya sendiri terkait kelayakan
dan syarat perkawinan. Selain itu, apabila perkawinan campuran tersebut
dilangsungkan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka
pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan
terhadap hak-hak para pihak, serta penyesuaian dengan asas-asas hukum
nasional yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.>

Perkawinan antara etnis Rohingya dan WNI tetap dimungkinkan namun
harus sesuai hukum Indonesia. Masalah timbul karena status ilegal para
pengungsi Rohingya yang menghambat proses pencatatan resmi. Data
menunjukkan bahwa sejumlah pengungsi Rohingya telah menikah secara siri
dengan WNI di Medan, namun karena status suami sebagai pengungsi, mereka
hidup terpisah dan tidak dapat tinggal bersama. Etnis Rohingya merupakan
kelompok minoritas Muslim yang secara historis bermukim di wilayah Rakhine,
Myanmar. Namun, hingga kini mereka tidak diakui sebagai salah satu dari 135
kelompok etnis resmi oleh pemerintah Myanmar sebagaimana tercantum dalam
Citizenship Law Myanmar Tahun 1982. Ketentuan tersebut secara efektif
menafikan status kewarganegaraan etnis Rohingya, sehingga mereka
dikategorikan sebagai stateless persons atau orang tanpa kewarganegaraan.
Status ini membuat Rohingya kehilangan akses terhadap hak-hak dasar sebagai
warga negara, termasuk hak atas identitas hukum, pendidikan, pelayanan
kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan hukum yang memadai.®

Secara sosiologis perkawinan antar warga negara dengan pendatang asing

5 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
hlm. 130.
6 Hadikusuma, H. Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2019, him. 98.
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ilegal tidak hanya sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan
dinamika sosial yang kompleks. Hal ini melibatkan isu-isu sensitif seperti
integrasi sosial, pengakuan identitas, serta perlindungan hak-hak individu dalam
konteks pluralitas masyarakat Indonesia.”

Fenomena perkawinan antara pendatang etnis Rohingya dengan warga
negara Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai dimensi
penting, antara lain hak asasi manusia, kedaulatan negara, serta aspek
perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Perkawinan ini tidak hanya
mencerminkan relasi sosial dan budaya lintas negara, tetapi juga menimbulkan
implikasi yuridis yang perlu dikaji secara mendalam dalam kerangka hukum
nasional dan hukum internasional. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada
tantangan untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap hak-hak individu,
termasuk hak untuk menikah, dengan kewajiban menjaga integritas hukum
nasional dan kepentingan kedaulatan negara.?

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menjelaskan kedudukan dan akibat hukum yang ditimbulkan
terhadap perkawinan antara pendatang asing ilegal dengan warga negara
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

7W. Setiadi, Dimensi Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 76.

8 Yusi Shabri Utomo, Wahyu Prawesthi Dan Bachrul Amiq, Perlindungan Hukum
Terhadap Pengungsi Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 82.
https://doi.org/10.69957 /cr.v5i04.1993
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Nomor | Penulis Judul Penelitian | Fokus Dan Keterbatasan Rencana Kebaruan
Dan Terdahulu Temuan Utama | Penelitian Penelitian Yang
Tahun Terdahulu Baru Ditawarkan
1. Angelin Perlindungan Fokus: Penelitian Penelitian Penelitian Ini
Veronic Hukum Perlindungan Terdahulu Hanya | Penulis Secara
Vanessa Terhadap Hukum Terbatas Pada | Berfokus Mendalam
Siwy, Warga Negara | Terhadap Anak | Perlidungan Pada Menganalisis
2021.° Indonesia Akibat Hukum Terhadap | Akibat Hukum | Keabsahan,
Dalam Perkawinan Anak Akibat | Yang Perlindungan
Perkawinan Warga Negara | Perkawinan WNI | DitimbulkaTer | Hukum, Dan
Campuran Indonesia Dengan hadap Implikasi
Dengan Dengan Pengungsi Perkawinan Yuridis Dari
Pengungsi Pengungsi Rohingya, Antara Status
Rohingya Rohingya. Sehingga Tidak | Pendatang Perkawinan
Membahas Asing  Ilegal | Itu Sendiri,
Temuan Utama: | Terkait Validitas | Dengan Warga | Khususnya
Undang-Undang | Atau Akibat | Negara Ketika Salah
No.12  Tahun | Hukum Indonesia Satu Pihak
2006, Menjamin | Perkawinan Itu | Berdasarkan Merupakan
Anak Hasil Sendiri, Jika Salah | Undang- Subjek  Hukum
Perkawinan Satu Pihak | Undang Tanpa Status
Campuran Merupakan Nomor 1 Keimigrasian
Jadi WNI, Pendatang Asing. | Tahun 1974 | Yang Sah.
Namun Tentang
Aturan Lain Perkawinan
Masih
Diskriminatif,
Terutama Jika
Ayahnya
Merupakan
Stateless person.
2. Alfiah Perlindungan Fokus:  Status | Penelitian Ini | Berfokus Pada [Penelitian
Sabrina,2 | Hukum Kewarganegara | Terbatas Pada | Kedudukan Terbaru
021.10 Terhadap an Stateless | Aspek Legalisasi | Hukum Menawarkan
WNI Yang Person Yang | Perkawinan Perkawinan Kebaruan Dari
Menikah Menikah Dengan | Melalui Itsbat Antara Sisi Subjek
Dengan Warga Negara | Nikah, Tanpa Pendatang Yang Lebih
Pengungsi Yang | Indonesia Memberikan Asing Ilegal Spesifik

Jurnal [lmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

9 Angelina Veronica Vanessa Siwy, Fernando ]. M. M. Kahrisoh, Dan Firdja Baftim,
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Dengan

Pengungsi

Rohingya,

Jurnal

Lex

Privatum,

Vol. IX No.

5 2021,

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article /view /33492

hlm.

14.

10 Alfiah Sabrina, Perlindungan Hukum Terhadap WNI Yang Menikah Dengan Pengungsi
Yang Berstatus Stateless Person, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 220. https://repository.u
nair.ac.id/106195/
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Berstatus Solusi Langsung | Rohingya (Rohingya),
Stateless Person | Temuan Utama: | Terhadap Status | Dengan Warga [Pendekatan
Perkawinan Kewarganegaraa | Negara Hukum Positif
Antara  Warga | n Stateless Person | Indonesia Terhadap UU
Negara Berdasarkan |Perkawinan,
Indonesia Undang- Kemungkinan
Dengan Undang Nomor [Solusi  Normatif,
Pengungsi Yang 1 Tahun 1974 |Dan Studi Empiris
Berstatus Tentang Lokal. Ini Memberi
Stateless Person Perkawinan.  [Kontribusi
Yang Terjadi Di Penting Terhadap
Indonesia Tidak Wacana  Hukum
Dapat Perkawinan Di
Diterbitkan [ndonesia  Yang
Surat Nikah, Menghadapi
Karena Dinamika Migrasi
Dilakukan [nternasional.
Secara Illegal.
3. Shinta Perkawinan Fokus: Legalitas | Keterbatasan Akibat Hukum [Penelitian
Abidasari, | Antara Warga Perkawinan Penelitian Ini | Yang Timbul {Terbaru
202011 Negara Indonesial Antara WNI | Terletak Pada Terhadap Menggunakan
Dengan Dengan Lingkup Data Perkawinan Pendekatan
Pengungsi Asing] Pengungsi Yang Terbatas | Antara Normatif-
Tinjauan Dan Belum Pendatang Terapan, Yakni
Legalitas Temuan Utama: | Mencakup Variasi | Asing Ilegal Dengan
Berdasarkan Seorang Kebijakan Dengan Warga Mengaitkan
Undang - Pengungsi Dalam | Pencatatan Negara Ketentuan Dalam
Undang No. Hukum Sipil Di Berbagai | Indonesia Undang-Undang
6 Tahun 2011 Indonesia Daerah, Karena |Berdasarkan Nomor 1 Tahun
(Studi Kasus Tidak Dapat Hanya Berfokus | Undang- 1974 Secara
Di Kota Melangsungkan | Di Kota | Undang Langsung Dengan
Semarang) Perkawinan Semarang. Nomor 1 Fenomena Sosial
Yang Sah, Hal Ini Tahun 1974 'Yang Sedang
Disebabkan Tentang Berlangsung.
Pengungsi Tidak Perkawinan.
Memiliki
Kejelasan
Tempat Tinggal
Sehingga
Tidak Dapat
Diterbitkan Akta
Perkawinan
Sesuai Dalam
Pasal 12 PP

Nomor 9 Tahun
1975

11 Shinta Abidasari, Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi
Asing: Tinjauan Legalitas, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV, No. 1, 2020, hlm. 80. https://ojs.uid
.ac.id/index.php/jrh/article/download/124/54
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4. Kiky Keabsahan Fokus: Untuk | Keterbatasan Berfokus Pada Penelitian
Rahmayan | Anak Yang Mengetahui Dari Hasil Kedudukan Terbaru  Tidak
ti, 2024.12 | Lahir Dari Keabsahan Penelitian Ini Hukum Hanya  Melihat

Pernikahan Perkawinan Yaitu Hanya Perkawinan Syarat  Materil
WNI Dengan Dari Warga Berfokus  Pada | Antara Dan Formil
Stateless Negara Syarat-Syarat Pendatang Perkawinan Dari
Person Yang Indonesia Perkawinan Asing Ilegal Sudut Pandang
Telah Dengan Stateless | Dalam Hukum | Rohingya Hukum Islam,
Dideportasi Person Islam, Sehingga | Dengan Warga Namun Juga
Mengenyampingk | Negara Melihat
Temuan Utama: | an Terkait Syarat | Indonesia Berdasarkan
Perkawinan Materil Dan | Berdasarkan Undang-Undang
Antara WNI Formil Dalam | Undang- Nomor 1
Dengan Stateless | Hukum Positif | Undang Tahun 1974
Person Indonesia Nomor 1 Tentang
Ditinjau Dari Berdasarkan Tahun 1974 Perkawinan.
Pasal 2 Ayat Undang-Undang Tentang Sehingga Jika
(1) Undang- Nomo 1 Tahun | Perkawinan Dilihat Dari Segi
Undang 1974 Tentang Hukum
Perkawinan Perkawinan. Keperdataan
Dinyatakan Indonesia, Maka
Sah Karena Perkawinan
Telah Tersebut Tidak
Dilaksanakan Dianggap Sah
Menurut Hukum Karena Tidak
Agama Masing- Memenuhi
Masing Yaitu Syarat-Syarat
Hukum Islam Perkawinan
Dengan Campuran
Memenuhi Sebagaimana
Rukun Nikah Yang Termaktub
Yaitu: Adanya Dalam Undang-
Calon Mempelai Undang
Wanita Dan Perkawinan.
Lakilaki, Wali, 2
Orang Saksi Dan
Ijab Dan Qabul.

2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dibahas

pada penelitian ini yaitu terkait kedudukan dan akibat hukum yang timbul

12 Kiky Rahmayanti, Keabsahan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan WNI Dengan Stateless
Person Yang Telah Dideportasi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2024,hl
m. 21. http://eprints.unram.ac.id/id /eprint/22392

Jurnal [lmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANTARA PENDATANG ASING ILEGAL ROHINGYA
DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN

Kiki Nurpitasari Rumapea, Jumadiah, Arnita

Vol. 8, No. 3, (Agustus) 2025

terhadap perkawinan antara pendatang asing ilegal dengan warga negara
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yakni penelitian
hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma
yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).!3

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian
hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan (statute approach). Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan
perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan
atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknik atau
dalam pelaksanaannya dilapangan.i

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode
penelitian yang penulisnya berusaha untuk menggambarkan subjek dan objek
yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini biasanya
digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi,

membuat kesimpulan dan laporan.15

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perkawinan Antara Pendatang Asing Ilegal
Rohingya Dengan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setiap manusia di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan

13Civitas Akademika FH Unimal, Buku Panduan Akademik Pedoman Pembelajaran Fakultas
Hukum Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 106.

14 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Banten, 2019, hlm. 57.

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017,
him. 147.
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Yang Maha Esa yaitu seorang pria dan seorang wanita. Bagi setiap pria dan wanita
yang ingin melakukan pernikahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan
pernikahan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan
institusi hukum yang sangat penting dalam masyarakat dan negara.1®

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan informasi, kemajuan
teknologi komunikasi, dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, interaksi
antarwarga negara dari berbagai bangsa mengalami peningkatan yang sangat
signifikan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi,
politik, dan budaya, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap aspek sosial,
khususnya dalam ranah hubungan antarpribadi. Salah satu fenomena yang kian
marak terjadi sebagai akibat dari intensifikasi hubungan lintas negara tersebut
adalah terjadinya perkawinan campuran (mixed marriage), yaitu bentuk ikatan
perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang memiliki status
kewarganegaraan yang berbeda.l”

Perkawinan ini akan menjadi sah menurut hukum Indonesia jika
perkawinan tersebut dilangsungkan dan dicatatkan berdasarkan UU No. 1 Tahun
1974. Merujuk ketentuan Pasal di atas, unsur perkawinan campuran yaitu:

1. Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia.
2. Tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan.
3. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara tersirat
menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang akan dilaksanakan haruslah
memenuhi dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materiil. Pemenuhan kedua

jenis syarat ini penting guna menjamin kepastian hukum, keabsahan, serta

16 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Liberty,
Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

17 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994, hlm. 57.
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perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan.18

Syarat formil menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang
dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan,
sedangkan menurut syarat materiil, perkawinan campuran tidak dapat
dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang
ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi.1®

Syarat formil perkawinan campuran berkaitan dengan tata cara dan
prosedur hukum yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut
hukum negara. Syarat formil tersebut antara lain, yaitu:2°

1. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan.
2. Pencatatan perkawinan.

3. Pelaporan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri.

4. Pemenuhan persyaratan administrasi lainnya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan
bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum agama atau
kepercayaan para pihak, sehingga tidak dikenal istilah perkawinan sipil murni;
negara hanya mengadministrasi setelah legalitas agama terpenuhi. Sistem hukum
Indonesia menerapkan dualitas: keabsahan substantif ditentukan oleh hukum
agama, sedangkan pencatatan di instansi negara (KUA atau Disdukcapil)
merupakan langkah formil untuk memperoleh pengakuan hukum.

Dalam perkawinan beda agama, kesesuaian hukum agama masing-masing
calon menjadi langkah awal legitimasi sebelum pencatatan negara, meskipun
perbedaan agama seringkali menimbulkan persoalan yuridis dan sosial. Hukum

agama bukan sekadar persyaratan formil, melainkan mencerminkan nilai hukum

18 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 87.

19 Rahmat Fauzi, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan
Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Kopertis, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 161. https://me
dia.neliti.com/media/publications/284770-perkawinan-campuran-dan-dampak-terhadap-

3955086b.pdf
20 H. Iman Sudiyat, Hukum Perkawinan Nasional, Liberty, Yogyakarta, 1981, him. 84.
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Indonesia bahwa institusi keluarga dibangun atas dasar nilai religius, di mana
negara mengakui dan mengafirmasi hukum agama.?!

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat verifikasi yang memberi
legitimasi hukum nasional terhadap hak-hak perdata keluarga, seperti warisan,
status anak, dan penyelesaian perceraian. Perkawinan campuran (WNI-WNA) di
Indonesia tunduk pada hukum domestik; pencatatan di KUA atau Disdukcapil
wajib dilakukan sesuai Pasal 56 UU Perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan
prosedur simbolis, melainkan bersifat konstitutif memberi legitimasi yuridis,
perlindungan hak, dan pengakuan status perdata.z?

Dalam dunia konteks global, UU juga mengakui perkawinan yang
dilangsungkan di luar negeri (lex loci celebrationis), asalkan sah menurut hukum
tempat akad dan tidak bertentangan dengan ketentuan nasional (Pasal 56 ayat 1).
Perkawinan di luar negeri wajib dilaporkan ke perwakilan RI atau Disdukcapil
dalam 30 hari setelah kembali, sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan
sesuai UU No. 23 Tahun 2006.%3

Pelaporan tersebut strategis bagi proteksi hukum WNI, untuk mencegah
ketidakpastian hukum yang dapat muncul akibat tidak diakuinya pernikahan di
mata negara. Perkawinan antarnegara mensyaratkan dokumen seperti surat izin,
legalisasi identitas, dan terjemahan resmi, diatur dalam PP No. 103 Tahun 2012,
untuk menjaga legalitas dan keteraturan hukum.

Selain syarat formil, adapun syarat materiil atas berlangsungnya
perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan. Syarat materiil tersebut antara lain:%4

21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993,
hlm. 127.

22 Cik Hasan Bisri. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004, him. 210.

23 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga, Airlangga University Press,
Surabaya, 2001, hlm. 97.

24 H. Iman Sudiyat, Op. Cit., hlm. 82.
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1. Kesesuaian dengan hukum masing-masing pihak.

2. Persetujuan kedua calon mempelai.

3. Tidak dalam hubungan larang kawin.
4. Tidak melanggar asas monogami.

Prinsip lex patriae menghendaki bahwa WNI tunduk pada hukum nasional,
sedangkan WNA pada hukum negaranya sendiri misalnya batas usia nikah
minimal. Pengadilan Indonesia menolak pencatatan perkawinan campuran jika
tidak memenuhi hukum nasional Indonesia, meskipun sah menurut hukum asing,
memperkuat prinsip personalitas.

Prinsip resiprositas mendasari pengakuan timbal balik, asalkan tidak
melanggar ketertiban umum nasional (public policy), sehingga harmonisasi
hukum privasi internasional dapat terwujud. Pasal 6 UU Perkawinan menuntut
persetujuan bebas dari kedua calon mempelai pelanggaran terhadap persetujuan
ini dapat membatalkan pernikahan dan dikaitkan dengan pelanggaran HAM.25

Dalam perkawinan campuran, persetujuan bebas sangat penting karena
risiko tekanan budaya dan motif non-mempelai, seperti imigrasi, sehingga
pengawasan untuk mencegah nikah paksa menjadi esensial. Persetujuan hanya
sah jika calon mempelai cakap secara hukum (usia = 19 tahun), serta jika di bawah
21 tahun, dibutuhkan izin orang tua.

MA RI No.365 K/AG/2010 menegaskan bahwa perkawinan akibat
paksaan, penipuan, atau tanpa persetujuan sah dapat dibatalkan, menjunjung
pentingnya aspek kehendak sukarela. Pernikahan paksa dianggap melanggar
HAM, sejalan dengan Pasal 16 UDHR mengenai kebebasan menikah berdasarkan
isyarat kehendak pribadi.

Pasal 8 UU No. 1/1974 melarang perkawinan antarsaudara, kekeluargaan

tertentu, susuan, angkat, dan beda agama jika tidak diizinkan oleh hukum masing-

25 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Airlangga University Press,
Surabaya, 2002, hlm. 95.
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masing pihak. Larangan tersebut berlaku bahkan bila hukum negara pihak WNA
memperbolehkan; Indonesia tetap menolak status yang bertentangan dengan
ketertiban umum.

Larangan tersebut berakar pada moral, struktur sosial, adat, dan agama
termasuk dalam ajaran Islam atas dasar Al-Qur’an, menunjukkan karakter
imperatif dan mutlaknya norma. Asas monogami (Pasal 3) mengatur jumlah
pasangan, sedangkan larangan kekeluargaan (Pasal 8) membatasi calon
pasangan; keduanya berdiri sendiri namun saling melengkapi.

Asas monogami menjaga keseimbangan keluarga, sedangkan larangan
hubungan dekat menjamin integritas struktur sosial dan keadaban, kedua aspek
terpisah namun harmonis. Para pakar seperti Hilman Hadikusuma dan I Made
Darma Weda menegaskan bahwa asas monogami dan larangan hubungan
kekeluargaan bukan contradictory, melainkan memiliki logika dan fungsi yang
berbeda dalam hukum keluarga.2®

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai
utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang saling terkait dan
kadang bertentangan satu sama lain. Perkawinan yang tidak dicatat
menghilangkan kepastian hukum, menimbulkan masalah dalam hak waris, status
anak, dan kewarganegaraan, padahal negara hukum mensyaratkan pengakuan
yuridis atas setiap hubungan hukum.

Prinsip ketertiban umum (ordre public) dalam hukum perdata
internasional memungkinkan negara menolak pengakuan hukum asing yang
bertentangan dengan nilai nasional, hal ini penting untuk menjaga struktur sosial

hukum Indonesia. Penolakan pencatatan atas perkawinan WNI dengan pendatang

26 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat
Dan Agama, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 54
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ilegal sah secara hukum karena melindungi sistem administrasi dan keimigrasian
sebagai bagian dari ketertiban umum.2”

Teori Hans Kelsen menekankan bahwa sahnya suatu norma hukum
ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, sehingga perkawinan agama tanpa
pencatatan tidak sah secara hukum negara. John Rawls berpendapat bahwa
kebebasan individu boleh dibatasi jika melanggar keadilan prosedural, negara
boleh menolak pengakuan perkawinan ilegal demi integritas hukum nasional.?8

Satjipto Rahardjo mengusulkan hukum yang responsif terhadap realitas
sosial dalam kasus Rohingya, hukum progresif bisa mempertimbangkan
perlindungan hak asasi, meskipun tetap harus sesuai prosedur legal.?®

Perkawinan WNI dengan pendatang ilegal tidak memiliki kedudukan
hukum sah jika tidak dicatat secara resmi sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 2
ayat (2) UU Perkawinan mewajibkan pencatatan sebagai syarat keabsahan
hukum, sehingga nikah agama tanpa pencatatan tidak sah secara administratif.
Pasal 57 dan 60 UU Perkawinan mensyaratkan keabsahan hukum dan pencatatan
resmi dalam perkawinan campuran, pendatang tanpa dokumen legal tidak
memenuhi syarat tersebut.

Studi kasus di Medan menunjukkan praktik nikah agama antara WNI dan
Rohingya ilegal tanpa pencatatan resmi, yang tidak sah menurut hukum positif.
Dampak yuridis dari perkawinan tersebut adalah ketiadaan hak hukum seperti
waris dan status anak, serta keterbatasan perlindungan hukum negara. Tanpa
legalitas administratif, perkawinan WNI dengan pendatang ilegal dianggap tidak

sah dan negara tidak berkewajiban memberikan perlindungan hukum.

27 Annisa Yasin, Faisal, Dan Jumadiah, Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Penetapan
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh, Vol. VII, No. 2, 2024, hlm. 17. https://doi.org/10.29103 /jimfh.v7i2.16185

28 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 45.

29 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2009,
hlm. 5.
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B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perkawinan Antara
Pendatang Asing Ilegal Dengan Warga Negara Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan
pendatang asing ilegal, khususnya etnis Rohingya, menimbulkan implikasi hukum
yang kompleks. Sebagai bentuk interaksi lintas yurisdiksi antara hukum nasional
Indonesia dan hukum internasional terkait status imigran ilegal, perkawinan ini
menghadirkan permasalahan dalam hal pengakuan keabsahan, status hukum
pasangan, serta pemenuhan hak-hak sipil kedua belah pihak.30

Perkawinan yang sah menurut hukum negara akan memberikan hak-hak
dan kewajiban tertentu kepada pasangan suami-istri, termasuk hak waris, hak
nafkah, dan hak atas harta bersama. Namun, dalam hal perkawinan campuran
dengan pendatang ilegal, terdapat beberapa konsekuensi hukum bagi WNI, yang
antara lain berhubungan dengan kesulitan administrasi dan ketidakpastian
hukum terkait status perkawinan mereka.3!

Perkawinan antara WNI dan pendatang asing ilegal seperti Rohingya
menghadapi kendala hukum serius karena tidak dapat memenuhi syarat
administratif, khususnya pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 2
ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak diakui oleh
negara, sehingga hak-hak hukum seperti waris, nafkah, dan harta bersama tidak
dapat ditegakkan.

Status ilegal pasangan asing juga ~menghambat perolehan

kewarganegaraan karena UU No. 12 Tahun 2006 hanya mengakui

30 Atika Sandra Dewi & Isdiana Syafitri, Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat
Hukumnya, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 187.
https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article /view /11323

31Vindira Shafa Clarisha, Recca Ayu Hapsari, Dan Yulia Hesti, Kedudukan Harta Bersama
Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Dan Dieksekusi Oleh
Pengadilan (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN Tjk),
Jurnal IBLAM LAW REVIEW, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 57. https://ejurnal.iblam.ac.id /IRL/index.ph
p/ILR/article /view/51
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kewarganegaraan melalui mekanisme resmi, bukan lewat perkawinan. Deportasi
terhadap pasangan ilegal semakin memperumit posisi hukum WNI dan memutus
akses terhadap hak-haknya. Dalam teori hukum keluarga, hubungan suami-istri
menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi dalam kasus ini status hukum pasangan
asing tidak diakui, sehingga perlindungan hukum tidak berlaku.

Asas legalitas dan asas keadilan tidak sepenuhnya terpenuhi, karena
meskipun sah menurut agama atau adat, perkawinan tersebut tidak sah di mata
hukum negara. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum dan
ketidakpastian status hukum. 32 Kasus-kasus di Medan menunjukkan banyak
perkawinan dengan warga Rohingya tidak dicatat secara resmi, yang berdampak
pada hilangnya hak perdata para pihak.

Perkawinan campuran antara WNI dan pendatang asing ilegal, seperti
Rohingya, menimbulkan kompleksitas dan ketidakpastian hukum. WNI
menghadapi kendala administratif dalam pencatatan perkawinan dan akses hak-
hak hukum, sementara pasangan asing terancam pengusiran dan kehilangan hak
sebagai suami atau istri.

Di Medan, banyak kasus menunjukkan perkawinan dilakukan secara
agama tanpa pencatatan resmi, sehingga tidak diakui oleh negara dan berdampak
pada status hukum anak, harta bersama, dan izin tinggal. Pemerintah dihadapkan
pada dilema antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan hak asasi
manusia. Karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan pendekatan lintas

sektor untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

32 Dian Zulfa Aklima, Fauzah Nur Aksa, Dan Ramziati Ramziati, Kekuatan Hukum Putusan
Dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama), (Studi Putusan No. 662/Pdt.P/2018/PM.Mks.),
Jurnal IImu Hukum Reusam, Vol. XI, No. 1, 2021, hlm. 143.
https://doi.org/10.29103 /reusam.v9i1.3867
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4. KESIMPULAN

Perkawinan campuran antara WNI dan pendatang asing ilegal, seperti
pengungsi Rohingya, menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak
memenuhi syarat formil dan materiil sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya,
perkawinan dianggap tidak sah, sehingga suami, istri, dan anak kehilangan
pengakuan negara serta akses terhadap pencatatan sipil dan perlindungan
yuridis. Dampak terberat dirasakan anak yang berisiko tidak memiliki status
hukum maupun hak keperdataan. Penelitian ini menegaskan urgensi regulasi
komprehensif yang mengatur legalisasi dan perlindungan hak anak dalam
perkawinan campuran dengan pendatang ilegal. Kebaruan penelitian terletak
pada penekanan aspek keimigrasian dan keperdataan sekaligus, serta
rekomendasi penguatan literasi hukum masyarakat untuk mencegah timbulnya

persoalan serupa di masa depan
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